Dana PIK Fokus
Drainase Jalan
Lingkungan

SEKUPANG (BP) - Pemer-
intah Kota (Pemko) Batam
akan memfokuskan program
Pemberdayaan Masyarakat
Percepatan Infrastruktur Ke-
lurahan (PM-PIK) pada pem-
bangunan atau rehabilitasi
jalan lingkungan dan drainase.

’Permintaan banyak, tapi
saya ambil yang terbanyak.
Yang terbesar itu jalan setapak,
drainase. Maka Perwako (per-
aturan wali kota) saya buat
dua itu. Kalau mau ditambah
silakan, misal jadi lima item,
tapi yang terbesar saja. Kalau
semua masuk, pusing nanti.

Nanti posyandu, poskamling,
gedung serbaguna mau ma-
suk juga,” kata Wali Kota Ba-
tam Muhammad Rudi, saat
meninjau pelaksanaan PM-
PIK tahun anggaran 2017 di

Kecamatan Sekupang, Senin

(9/4).

Melalui program PM-PIK
ini, Rudi menargetkan jalan
lingkungan bisa selesai di
akhir masa jabatannya. Su-
paya pembangunan merata,
tak hanya di jalan-jalan
utama.
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DLH Jangan Lepas Tangan

Terkait Maraknya Tambang Pasir Liar

BATAM KOTA (BP) - Leg
islator di Dewan Perwakilan
Hakvat Daerah (DPRD) Kota

Hatam minta Dinas Lingkun
gan Hidup (DLH) Kota Batam
tdak lepas tangan terhadap

marnknya aktivitas penamban-
gan pasir legal. DLH seharus-
nya paling berperan mengh-

Dana PIK Fokus Drainase Jalan...
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‘Kebijakan saya harus di atas
Rp 1 miliar dana PIK ini
Karena dari 2011 saya masih
wakil Wali Kota, keluhan bapak
b Lot saja, masalah jalan
berlubang, parit banjin. Maka
jatah bapak ibu tidak saya
kurangl.” jelasnya.

Pelaksanaan kegiatan dilaku-
kan masyarakat melalui ke-
lompok kerja. Sedangkan
dinas. kecamatan, dan kelu-
rahan hanva pendampingan,
mengawasi, dan membantu
dalam hal pelaporan karena
dari Anggaran Pendapatan
Hr!-.-.m;l11;1:.'|'.-,hl_:"ul'l"-n'l. 4

pekerjaan di lingkungan int,

kata Rudi, tidak lag dilak-
sanakan dinas di I‘mllﬂ..u I!at.u_n
karena volume kerja mereka

-

sudah cukup besar. Selain i,
dengan PM-PIK, masyarakat
diberdayakan dalam proses
pembangunan, "Saya harus-
kan yang mengerjakan ma-
gyarakat, Karena inl akan
membantu ekonomi bapak
ibu,” kata mantan anggoti
DPRL ini.

Rudi berharap untuk PM-PIk
2018 mulai dikerjakan pada
Juli mendatang, agar pelak-
sanaannya selesai tepat wak-
tu, Besaran anggarannya yang
distapkan tahun ini mencapai
Rp 1,1 miliar per kelurahan.

“Dulu dipikir susah Rp 1,1
miliar. Ternyata bisa juga. Ta-
hun depan kita paksakan Rp
1,3 miliar, Terkadang dipaksa
itu periu juga, tapi harus tepat,”
kata dia lagi.

Dalam kegiatan ini, Rudi
menyambangi kelurahan yang

ada di Sekupang. Selain Tiban
Lama, Rudi juga bertemu
warga di Mutiara View, Kelu-
rahan Tiban Baru, Kelurahan
Tanjungriau, Patam Lestari,
Seiharapan, dan Tiban Indah.

Adapun jumlah kegiatan
PIK di Sekupang pada tahun
anggaran 2017 sebanyak 67
proyek. Terbagi di Kelura-
han Tiban Indah tujuh keg-
fatan, Tiban Lama 14 kegiatan,
Patam Lestari sembilan ke-
giatan, Seiharapan 15 keg-
jatan, Tiban Baru enam ke-
giatan, Tanjungriau 13 keg-
iatan, dan Tanjungpinggir
tiga kegiatan.

Bentuk kegiatannya antara
lain pembangunan atau re-
habilitasi jalan, pemhug];m

edung serbaguna, pemban-
:unﬁtau rehabilitasi drain-
ase, gorong-gorong, dan tem-
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entikan semua aktivitas penam-
bangan pasir ilegal di Batam.,

“DLH yang harus berperan,
karena dampak yang ditim-
bulkan (penambangan pasir
ilegal), masyarakat yang mera-
sakan. Sepertl menimbulkan
banjir maupun kecelakaan
di bekas galian pasin” kaw
Kewa DPRD Batam Nury-
anto di ruang kerjanya, Senin
(9/4).

Cak Nur, panggilan akrab
Nuryanto mengungkapkan
penambangan pasir jelas-jelas
merusak lingkungan dan me-
langgar undang-undang dan
ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Kota (Pemko)
Batam dan Badan Pengusahaan
(BP) Batam harus duduk ber-
sama menyelesaikan persoa-
lan ini. "Kita jalan berdasarkan
aturan saja. Kalau it flegal ya
hentikan,” tegasnya.

e —

Jatah Premium SP
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hari,” terang Dadang ditemul
di kantornya, kemarin.

Disinggung apa yang menjadi
alasan keterlambatan pengiri-
man premium, Dadang send-
iri tak bisa menjelaskan. Namun,
hamunﬂm‘n keterlambatan

ol oty =l e

Menurutnya, dampak nega-
tif darl penambangan pasir
liar tersebut sangat besar,
maka DLH dituntut mem-
bantu dalamn pengawasan dan
penertiban. Sebab, tambang
pasir tidak memiliki izin atau
ilegal, wajib ditertdbkan. DLH
juga harus merekomendasikan
ke provinsd.

"Saya pikir karena ini me-
nyangkut terotorial Batam,
apalagi itu ilegal, ya DLH ber-
hak mengambil langkah tegas,”
[uurmya.

Berbeda jika ada panamban-
gan yang mengantongi izin lalu
izin disalahgunakan, maka me-
mang kewajiban DLH provinsi
menertibkan, karena izin dike-
luarkan Pemnprov Kepri.

"Yang di Batam ini ilegal
semua. Yang dirusak ya wilayah
Batam. Maka tak ada alasan
DLH Batam melempar tang-

mendapat jatah & 16 kiloliter
(kl} setiap harinya. Pada Senin,
Rabu, dan Kamis,
hanya 8kl pada sore
hari. Namun pada Selasa, Jumat,
dan Sabtu, jatah premium
bisa didapat 16 kl.

"Padahal kuota kebutuhan

premium sampai 24 kl dan

{ TRt e e | [ e TR, N
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awab ke yang lain,"
ﬂlgrfp. “Izin memang di
sana Provinsi),
tapi pengawasan tetap melekat
di kita (Pemko Batam),” tegas
Cak Nur, lagi.

Menurutnya, DLH bisa meng-
gandeng pihak lain untuk
melakukan pengawasan. Ter-
masuk pihak BP Batam yang
memang sebagai pemilik lahan.

Anggota Komisi [1l DPRD
Kota Batam Jefri Simanjuntak
juga meminta Pemko dan BP
Batam harus bisa tegas. Be-
lasan tahun tambang pasir
beroperasi tetapi belum ada
yang diseret ke pengadilan.
"Saya tantang Pemko Batam
berani tidak menindak itu
(penambangan pasir liar).
Padahal jelas it sangat meru-
sak lingkungan,” katanya.

Menurut Jefri, meski periz-
inan rambang ada di provinsi,

Batam Center. Sebab, rata-
rata konsumen mereka lebih
memilih pertalite. Apalagi
melihat konsumsi pertalite

per harinya bisa sampai 24
kL.

"Mungkin karena wilayah
Batam Center, jadi pengenda-
ra lehqh memilih p:ﬂﬂl]ite

bangan pasir ilegal ini
m sangat luar hiasa. Aneh
kalau selama ini Pemko dan
BP Batam tidak tahu menge-
nai hal ini,” ujarmnya.

Pantauan Batam Pos, sejum-
lah pekerja terlihat sibuk men-
gangkat pasir dari lokasi tam-
bang ke dalam truk yang parkir
berjejer di pinggir lokasi tam-
bang.

Proses pengerukan pasir
menggunakan mesin penyedot,
namun aktivfitas menaikan
pasir ke dalam truk di lakukan
secara manual. I sekitar lo-

kasi tambang juga bising den-
gan suara mesin penyedot

pasir.(rng/ian/eja)

SPBU. "Kalau memang mau
dihilangkan, ya lebih baik
dihilangkan. Daripada kosong
begini, seolah-olah dari kami
yang salah.” ucapnya.
Sementara itu, pihak Per-
tamina belum bisa dikonfir-
masi terkait pembatasan
maupun keterlambatan pen-
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Limbah Laut

Kejadian Berulang
Setiap Tahun

BATAM KOTA (BP) - Ketua
DPRD Batam Nurvanto menga-
takan, limbah minyak hitam vang
mencemari laut Kepri, khusus-
nya Batam dibuang dengan
sengaja. Jika dibiarkan terus
menerus, hal ini dapat melema-
hkan sektor pariwisata di Kepri,
khususnya Batam dan Bintan.

“Ini sering terjadi, jangan-
jangan ini sengaja atau modus

untuk menjatuhkan pariwi-
sata kita,” kata Nuryanto, Senin
(9/4) siang.

la menilai, kejadian vang
berulang-ulang setiap tahun
ini akan berdampak buruk
bagi Batam. Maka itu, ia berha-
rap pemerintah daerah baik
Pemko Batam maupun Pemerin-
tah Provinsi Kepri dengan ban-
tuan pemerintah pusat, dapat
mengatasi hal ini. "Koordinasi
ini penting, minimal tahun de-
pan tak ada lagi pencemaran
seperti ini,” ucap dia.

Harapan ini disampaikan
Karena pada Maret lalu wi-
layah pantai, khususnya Nong-
sa Village dan Turi Beach Resort
tercemar limbah minyak hitam,
Menurut politikus PDIP itu,
jika pantai Batam tidak bersih
dan tercemar limbah minyak
tentu akan berdampak pada
Kunjungan wisatawan.

“Pantai beroli semua, apa yang
mau dinikmati. Wisatawan
lokal tak mau, apalagi wisata-
wan asing,” imbuhnya.

Sementaraitu, ia sepakat dengan

rencana agar penanganan limbah
laut dapat dikoordinasikan
Negara-negara tetangga Indone-
sia. Khususnya dan
Malaysia. “Saya pikir perlu dan
penting. Kesempatan dan peng-
aruh serta kekuatan kita harus
dimanfaatkan,” kata dia.
Sebelumnya, Pemerintah
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Dewan Belum Setuju

Pajak Dltllndd

BATAM KOTA (BP) - Ketua
DPRD kota Batam Nuryanto
mengatakan penerapan Peraturan
Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pajak Daerah me-
mungkinkan untuk ditunda.
Namun, harus ada kajian yang
mendalam agar tidak berdampak
pada perencanaan pendapatan
daerah Kota Batam.

"Makanya ketika ada perminta-
an penundaan dari pengusaha
hiburan. Saya mendisposisikan
untuk ditindaklanjuti Komisi 1L

F. AEMNGOA'BATAM POS

Nuryanto

Apa hasilnya itu yang akan kita rekomendasikan kepada
Pemerintah Kota Batam,” kata Nuryanto, Senin (9/4).
Diakuinya, karena aturan tersebut sudah dalam ben-
tuk Perda, tentu tidak mudah direvisi. Selain butuh
waktu panjang, sebab butuh kajian dari sisi situasi
ekonomi Batam, yang dikhawatirkan akan berimplika-

si terhadap usaha hiburan.
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erbu pengendara, baik roda
dua maupun roda empat. Si

SISWA-siswi ﬁ '
SMA Negeri * 1
3 Batam
tampak serius
mengerjakan
soal-soal
mata pelaja-
ran Bahasa

Indonesia
melalui layar

komputer,
Senin {9!4]
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impang Regata, Batam Cen-
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Listrik Tak Ada

SMKN 11 Pulau Buluh Numpang

UNBK di SMKN 5

SAGULUNG (BP) - Siswa
kelas XII Sekolah Menengah
Atas Negeri (SMAN) 11 Batam
di Pulau Buluh terpaksa ikut
Ujian Nasional Berbasis Kom-
puter (UNBK) dengan me-

numpang di gedung milik
SMKN 5 Batam di Dapur 12,
Sagulung. Padahal, sekolah
tersebut sudah dilengkapi
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Dewan Belum Setuju Pajak Ditunda

Sambungan dari hal 9

"Misal dalam Perda 35 persen.
Kira-kira bisa gak jangan segitu
dulu. Kalau ekonomi bagus
baru dijalankan. Jadi ini yang
harus dikaji duly,” paparnya.

Di sisi lain, dia melibat pen-
gusaha hiburan tidak bisa
serta merta datang ke DPRD

meminta agar perda tersebut
ditunda. Apalagi melihat perda
ang sudah disahkan dibiayai
dari APBD Batam. Sehingga
untuk menjalankannya perlu
pertanggungjmvaban dari lem-
baga eksekutif dan legislatif.
*Kalau saya yang penting
masyarakat senang dan bisa

berjalan. Tapi ingat, harus ada

i 5o ey R

kajian,” tegas Nuryanto lagi.
Ketua Komisi Il DPRD Batam
Edward Brando mengatakan,
revisi perda tidak akan mudah
dan memakan waktu lama,
karena harus melalui tahapan
harmonisasi perda. Selain itu,
ia juga belum bisa mengam-
bil keputusan penundaan.
Sebab, belum ada dasar dari
Pemko Batam terkait rencana
penundaan perda tersebut.
"Segala sesuatu keputusan
harus didasari sesuatu yang
kuat. Persoalan naik turun itu
hanya keputusan akhir,’ kata
Edward saat Rapat Dengar
Pendapat (RDP) dengan Dinas

Pariwisata Kota Batam dan

Badan Pengelola Pajak dan.

B

I N

Retribusi Daerah (BP2RD)
Batam, kemarin.

Menurut Edward, harus ada
data valid terkait penundaan
pajak hiburan. Sehingga DPRD
Batam sebagai lembaga leg-
islatif bisa mempertanggung-
jawabkan. "Kenapa harus
ditunda, dibatalkan naik ha-
rus ada data, dasarnya apa.
Saya pikir hal ini tidak bisa
dipaksakan untuk ditunda,’
terang dia.

Senada, anggota Komisi Il

hanya sebagai diskresi agar
mengubah struktur APBD.
"Gelper tutup itu bukan acu-
an. Harus ada dasar yang jelas
untuk jadi acuan,” tegasnya.
Menurut Uba, terlalu berisiko
untuk melakukan penundaan.
"Yang jelas bila dilakukan
penundaan minimal setahun.
Tapi bagaimana dengan struk-
tur APBD kita yang telah diren-
canakan. Tentu akan ada
sejumlah program pemerin-
tah yang tertunda,” tegasnya.
DPRD Batam Uba Ingan Si- "Makanya pertemuan tadi
galingging juga melihat Pem- (kemarin) tak ada keputusan.
ko Batam harus menjalankan Kita ingin Pemko memberikan
perda tersebut. Selain itu, dasar yang bisa dipertang-
kata dia, Per aturan Wali Kota CUNEAW ADkan, SATOMNETA.

(Perwako) terkait Perda Pajak  (rmg)
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ALFIAN LUMBAN GAOL., Batuaji

PEMBANGUNAN kios liar i
sekitar pasar seken Aviari terus
berlanjut. Padahal peng-
embangan kios liar ini melang-
gar dan merugikan pengembang
properu resmi sepert rum ah

toko (ruko) maupun perto-
koan lainnya

“Kami yang punya properti
pertokoan sangat dirugikan.

Kita jelas-jelas me mbayar pajak,
mereka tidak. Mereka dibebas-
kan oleh pemerintah,’ kata
Werton Panggaben, pengusaha
sekaligus anggota Komisi 111
DPRD Batam, Senin (9/4).
la mengatakan, dibiarkanmya
kios liar di kawasan rersabul
semakin memancing oknum
lainnya untuk membangun
kios liar di titik yang baru. Men-
urutnya, pmuurinmh harus

memberikan rasa keadilan
kepada masyarakat.

»Kematin sudah disampaikan
pembangunan kios liar yang
haru tidak boleh lagi. Tapi buk-
tinya, itutak kunjung ditertib-
kan,” katanya.

politikus Gerindra tersebut
menambahkan, pihak keca-
matan dan Satpol PP harus
hertindak tegas. Apalagi, kon-
iribusi dari kios liar tersebut
ridak ada sama sekall untuk

Enta Batam.
“1ru disewakan mahal. Pada-

hal hanya kios liar. Sementara
pertokoan tidak laku. Orang
pasti memilih kios liar karena
memang lebih murah dari-
pada ruko. [api ingat, kios liar
tak ada kontribusinya. Bahkan
merusak ruang terbuka hijau,
katanya.

Sementara i, Camat Ba-
ruaji Ridwan etap meminta
pengelola untuk me nghentikan
pembangunan kios liar terse-
but. la juga meminta agar Sat
pol PP menertibkan kios liar
tersebut.

ios Liar Rugikan Pertokoan

Tak Bayar Pajak ke Pemda

“Gudah berkali-kali saya ka-
rakan, tidak diizinkan bangun
kios liar di sana,” katanyi.

Beberapa waktu lalu, Kabid
Ketenteraman dan Keteriban
Umum ( Trantibum) Satpol PP
Kota Batam Imam Tohari me-
negaskan, surat dari kecamatan
yang meminta penertiban kios
liar tersebut belum sampal ke
Sarpol PL.

“Mana suratnya, belum per-
nah saya terima. Saya juga
kurang tahu masalah kios liar
fru.” katanya.***



Menambah jumlah konter pengecapan paspor
dalam waktu dekat inj

"Tumlah Penumpang yang melaluyj pelabuhan
ini cenderung membiud ak, makanya kita tambah

Internasional Batam Center, kemarin.

Nika Astaga mengatakan ada dua konter yang
akan ditambah sebelum meémasuki bulan Rama-
dan. Satu terletak dj area keberangkatan dan
satu di pintu kedatangan,

"Sekarang ada delapan konter, (Penambahan
konter) mudah-mudahan bisa mengatasi lonjakan
Penumpang, apalagi saat peak season (musim
ramai),” kata Nika.

Selain konter Imigrasi, pihaknya juga memiliki
dua pintu autogate dan smartcard dj areq keda-
tangan dan keberangkatan. Pinty otomatis ini
membuat pelabuhan inj ebih istimewa dibanding
pelabuhan lainnya di Batam, Bahkan dengan
daerah lain dj Indonesia,

"Autogate ini hanya ada dj Bali, Bandara Soe-
karno-Hatta, dan Batam,” ar Nika,

Menurutnya, Pelabuy ] tern
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selalu bisa mengatasij jumlah penumpang meskij.

dalam kondisij yang membeludak.

"Hari biasa saja jumlah Penumpang bisa sampaj
5.000, kalau peak season kemarin sam pai 18 ribu
Penumpang,” papar Nika.

Bahkan belum lama ini, pihaknya mendapat
kunjungan dari ppp RI'yang ingin melihat pe-
layanan di Pelabuhan Feri Internasionaj Batam
Center, Apalagi adanya, informasj lentang an-
‘rean panjang saat peak season,

"Mereka memuji dengan pelayanan di sini,”
kata Nika,

jumlah Peénumpang yang sering membeludak di

pelabuhan tersepy dpalagi saat akhir pekan dan
musim lihumn,(she}l

I
I'




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

